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KATA PENGANTAR /g;,‘

Lamengan
Megilan

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-
Nya kami dapat melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja 2023 dengan baik, lancar dan
tepat waktu sebagai perwujudan pelaksanaan Peningkatan Penguatan Tata Kelola,
Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok
ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan
berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan
prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat
pada umumnya.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja
dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu
kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 — 2026.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini
dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 sebagaimana surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun
kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum
sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan
tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan

serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.
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Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua khususnya
dalammengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi masukan bagi semua
unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan

kinerjanya masing — masing di masa yang akan datang.

Lamongan,  Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan
_~——Kabupa mongan
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IKHTISAR EKSEKUTIF . /5;,’

Lamengan
Megilan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan melaporkan capaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2023
yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan
tahun 2021-2026.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian yang ada pada RPIJMD
tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mempunyai Anggaran bersumber pada
dana APBD Tahun 2023 sebesar Rp.850.585.629.535 dan terealisasi sebesar Rp.
772.969.320.632 atau 90,86% yang secara rinci dapat disajikan pada tabel Akuntabilitas
Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

Adapun capaian indikator kinerja utama yang di dapat dari anggaran di atas, dapat

di lihat pada Capaian tahun 2023 sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan, yang semula di targetkan 0.641 terealisasi 0.6687 atau tercapai
sebesar 104,21%. Hal ini dapat di capai dengan peningkatan kualitas layanan
pendidikan yang merata dan adanya peningkatan bantuan-bantuan pembiayaan
pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah
dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.95 sedangkan realisasi hasil penghitungan
RLS adalah 8.34 sehingga tercapai sebesar 104.91%. dan Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 13.50. Adapun realisasi capaiannya sebesar
14.02 sehingga tercapai sebesar 103.77%, Hal ini dapat terwujud karena didukung
dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin mulai
jenjang SD, SMP, SMA sederajat. BOP pendidikan kesetaraan, Program Indonesia Pintar
(PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun
non formal menjadi beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi tidak
mampu.

3. Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 52,03% terealisasi sebesar
60,53% tercapai 116,34%. Hail ini dapat tercapai karena adanya bantuan untuk
insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat meningkatkan
kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang pendidikan
profesi Guru (PPG).
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4. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan, ditargetkan 81.72 terelaisasi
sebesar 89,13 atau tercapai 109,07% Hal ini dapat tercapai karena peran serta
dukungan dari berbagai pihak internal Dinas Pendidikan serta dukungan dari stekholder
terkait sehingga dapat terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
dengan baik.

Dinas Pendidikan akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan
target kinerja serta melakukan inovasi pengembangan dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan
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Lamengan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas,
terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam
usaha mewujudkan visi misi pembangunan sekaligus aspirasi serta cita — cita masyarakat
dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien

untuk mencerminkan kinerja lembaga secara optimal.

Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur negara, terdapat
satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin
menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus
kinerja pemerintah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus
menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan
kinerja kepada pihak — pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak — hak
publik, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be
informed) dan hak untuk didengar inspirasinya (right to be heard and listened to).
Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk
memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi
Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada
pemerintahan atasannya (managerial accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja
pemerintah kepada masyarakat luas (public accountability).

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola
kepemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab
dan memberikan dampak (/mpact) serta manfaat (benefit) dari hasil (outcome) yang
diperoleh.

Dengan dasar tersebut, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah

harus memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka
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merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan Good Governance. Tujuan SAKIP
adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan
sasaran sistem tersebut adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara
efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran,
Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya
dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disusun oleh Instansi

Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itulah Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 sebagai implementasi Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan
perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau
kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2023.

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas

Pendidikaan Kabupaten Lamongan tahun 2023 adalah:

1. Undang — Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas KKN;

2. Undang — Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang — Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan
informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja

Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan
tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

2. Menjadikan Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan sebagai instansi
pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif,
dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;

3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikaan
Kabupaten Lamongan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga
dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam
rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah.
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B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan adalah salah satu Dinas Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas, Pokok, Fungsi
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan.

Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan
daerah di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah,
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

“merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

pendidikan”

Tugas pokok masing — masing unit kerja adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas

Mempunyai Tugas :

= Merumuskan kebijakan teknis dan strategis;

= Melaksanakan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan dan
pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan.

Memiliki Fungsi :

= Perencanaan strategis dan teknis Bidang Pendidikan;

* Pembinaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;

= Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar
Pelayanan Minimal urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;

= Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Pendidikan;

= Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;

= Pembinaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan;
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= Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.
b. Sekretariat;

Mempunyai Tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di
bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan,
keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi
di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai Fungsi :

» Penyelenggaraan pengkajian program kerja secretariat dan bahan perumusan
kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan,
umum dan kepegawaian;

= Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan
program, keuangan, umum dan kepegawaian;

= Penyelenggaraan  pengendalian  administrasi  keuangan,  administrasi
kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

= Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

= Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

= Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan,
perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

= Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

= Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

= Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD,
LKPJ Dinas;

= Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

= Penyelenggaraan Koordinasi dengan unit kerja terkait;

= Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi 3 sub bagian:

1). Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai Tugas :

= Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan
Evaluasi;

= Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan pogram kerja di lingkup Dinas;
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Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKP] Dinas;
Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;

Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator
Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana
operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, Standar
Pelayanan Minimal dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup
Dinas;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara
rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2). Sub Bagian Keuangan, mempunyai Tugas :

Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
Melaksanakan koordinasi dalam penrumusan bahan Rencana Kerja dan
Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran
sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah
serta pembayaran lainnya;

Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;

Melaksanakan verifikasi keuangan;

Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan
pertanggungjawaban serta laporan keuangan;

Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan lingkup Dinas;

Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara
rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Tugas :
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Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan
peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;

Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,
pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan
lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan
dan keamanan kantor;

Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;

Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan,
analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan
masyarakat dan pengelolaan informasi publik;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara
rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

c. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan,

Mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan

Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada

Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai Fungsi :

= Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

= Penyeliaan bahan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga

kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

= Penyelenggaraan penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga

kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
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= Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
= Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan guru dan
tenaga kependidikan dalam kabupaten;
= Penyelenggaraan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
= Pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak
Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan;
= Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 2 seksi:
1). Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai
Tugas :
» Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan
guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
= Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan
tenaga kependidikan sekolah Sekolah Dasar;
» Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
= Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan
tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
= Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan
Sekolah Dasar;
» Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan
Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama,
mempunyai Tugas :
= Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan
guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
= Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan

tenaga kependidikan sekolah Sekolah Menengah Pertama;
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Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama;

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan
tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan
Sekolah Menengah Pertama;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan

Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan, mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Bidang Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk

melaksanakan tugasnya mempunyai Fungsi :

Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta
didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan;

Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pengembangan
karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
Penyelenggaraan penyususnan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan
penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan;

penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan
karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan

karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
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Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana

prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak

Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

membawahi 3 seksi :

1). Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai Tugas :

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik
Pendidikan Anak Usia Dini;

Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan
karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat,
bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak
Usia Dini;

Menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan
pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;

Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan
Pendidikan Anak Usia Dini;

Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, rekomendasi pendirian,
penataan dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD;

Melaksanakan pelaporan di bidang Pembinaan kelembagaan Pendidikan
Anak Usia Dini;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai Tugas :

Z’Kﬂ’/P Dinas Pendidiban 2025

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, dan
prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Menyusun rencana kebutuhan sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
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= Menyusun pemetaan dan pemantauan mutu sarana prasana Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

*= Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

= Menyusun pelaporan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

= Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar,

Mempunyai Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pembinaan Sekolah Dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung

jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai Fungsi :

Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan mutu
di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik
dan pengembangan karakter Pendidikan Sekolah Dasar;

Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, sarana
prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah
Dasar;

Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
Sekolah Dasar;

Penyelenggaraan penyususnan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Dasar;

Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian,
kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter
peserta didik Sekolah Dasar;

Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian,
kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter
peserta didik Sekolah Dasar;

Penyelenggaraan pemantauan, pembinaan mutu lembaga dan akreditasi
lembaga Sekolah Dasar;

Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana

peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;

Z’Kﬂ’/P Dinas Pendidiban 2025
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» Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan .

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar membawahi 2 seksi:

1).

Seksi Kurikulum, mempunyai Tugas :
Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum
dan penilaian Sekolah Dasar;
Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian
Sekolah Dasar;
Menyusun bahan pengembangan, pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian Sekolah Dasar;
Menyusun bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian
dan akreditasi Sekolah Dasar;
Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan
pendidikan Sekolah Dasar;
Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai Tugas :

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;

Menyusun rencana pemenuhan sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana, dan
prasarana Sekolah Dasar;

Melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana
Sekolah Dasar;

Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan lembaga
Sekolah Dasar;

Menyusun pemetaan mutu lembaga dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
dan

Melaksanakan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Dasar;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

mempunyai Tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pendidikan

Z’Kﬂ’/P Dinas Pendidiban 2025
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Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan

tugasnya mempunyai Fungsi :

Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan mutu di
bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan
pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian,
kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal
Sekolah Menengah Pertama;

Penyelenggaraan penyususnan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan
penutupan Sekolah Menengah Pertama;

Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum,
penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan
karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian,
kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter
peserta didik Sekolah Menengah Pertama;

Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana
peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah
Pertama;

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah membawahi 2 seksi:

1). Seksi Kurikulum, mempunyai Tugas :

= Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan peyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian
Sekolah Menengah Pertama;

= Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian
Sekolah Menengah Pertama;

= Menyusun bahan pengembangan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan
penilaian Sekolah Menengah Pertama;

= Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian

dan akreditasi Sekolah Menengah Pertama;

Z’Kﬂ’/P Dinas Pendidiban 2025
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Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah
Menengah Pertama;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai Tugas :

Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;

Menyusun pemetaan mutu sarana dan prasarana Sekolah Menengah
Pertama;

Menyusun rencana pengadaan sarana prasarana Sekolah Menengah
Pertama;

Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana
prasarana Sekolah Menengah Pertama;

Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan satuan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menyusun pelaporan pemanfaatan sarana prasarana Sekolah Menengah
Pertama;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

C. Data Umum Organisasi

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD)

perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan

tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Sebaran SDM Dinas Pendidikan

Kabupaten Lamongan didasarkan pada unit kerjanya dapat ditabulasikan sebagai

berikut:
Tabel Klasifikasi SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status
Kepegawaian
No Status Kepegawaian Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 4400
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1689
3 Tenaga Kontrak Kerja 40
Total 6129

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2023

Z’Kﬂ’/P Dinas Pendidiban 2025
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Tabel Klasifikasi ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah
1 |Iv 1800
2 |1 2400
3 01 196
4 | 4

Total 4400

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2023

Tabel Klasifikasi SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan
No Pendidikan PNS PPPK TKK Jumlah

1 S2 /S3 580 580
2 S1/D4 3529 1689 30 5248
3 D3 9 5 14
4 D2 80 80
5 D1 3 3
6 | SMA/Sederajat 190 5 195
7 | SMP/Sederajat 6 6
8 |SD 3 3

Total 4400 1689 40 6129
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Dari data Sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan maka dapat dijelaskan
bahwa keberadaan pegawai yang ada pada Dinas Pen didikan masih jauh dari
kecukupan utamanya untuk guru Sekolah Dasar baik guru kelas, guru PAT, dan guru
penjas dari 597 lembaga SD Negeri yang ada maka kebutuhan guru kelas sebanyak
4.179 orang yang ada baru 3.446 sehingga kekurangan sebanyak 733 orang, guru
penjas kebutuhan 600 orang yang ada baru 227 orang kekurangan 373 orang, guru
Pendidikan Agama Islam (PAI) kebutuhan 550 orang yang ada baru 360 orang
kekurangan 190 orang. Sedangkan dari 48 lembaga SMP Negeri yang ada kekurangan
guru 336 orang untuk mata pelajaran Agama 19 orang, Bahasa Indonesia 43 orang,
Bahasa Jawa 28 orang, BK 40 orang, Bahasa Inggris 0 orang, IPA 0 orang, IPS 0
orang, Matematika 2 orang, PKN 48 orang, Penjas 21 orang, Seni Budaya 57 orang,
Prakarya/keterampilan 45 orang dan TIK 33 orang. Hal tersebut disebabkan adanya

tenaga guru yang purna tugas dan meninggal dunia.
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Adapun bagan organisasinya adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas
Kelompok .
Jabatan Sekretatis
Fungsional
PSub Bagian Sub Bagian Sub Bagian
erencanaag Keuangan Umum dim
dan Evaluasi Kepegawaian
Bidang Pendidikan Bidang Bidang Pendidikan
Bidang Guru dan Anak Usia Dini Pendidikan Sekolah Menengah
Tenaga dan Pendidikan Sekolah Dasar Pertama
Kependidikan Nonformal/
Kesetaraan
Seksi Pembinaan Seksi Pendidikan Seksi Kurikulum Seksi Kurikul
Guru dan Tenaga | | | Anak Usia Dini | | ! um
Kependidikan
Sekolah Dasar
Seksi Sarana dan Seksi Sarana dan Seksi Sarana dan
Seksi Pembinaan || Prasarana || Prasarana Prasarana
Guru dan Tenaga
Kependidikan
. Sekolah
Menengah
Pertama
Subkoordinator Subkoordinator ili)lkl(;zlrdinattl){r
dan Kelompok dan Kelompok Ompo
—] Jabatan - Jabatan - Jabatan
Subkootrdinator . Fungsional Fungsional
dan Kelompok Fungsional
Jabatan
] Fungsional
Unit Pelaksana
Teknis Dinas
LRYTP Dinas Pendidiban 2023
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Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Tahun 2023
No Nama Jumlah (Unit)
1 Tanah Perkantoran 8.402
2 Mobil Dinas Roda 4 8
3 Sepeda Motor 48
4 Meja Eselon 2 1
5 Kursi Eselon 2 1
6 Lambang Garuda Pancasila 10
7 Gambar Foto Presiden 10
8 Gambar Foto Wakil Presiden 10
9 Foto Bupati Lamongan 15
10 Wakil Foto Bupati Lamongan 15
11 Meja Eselon 3 6
12 Kutrsi Eselon 3 6
13 Meja Eselon 4 20
14 Kursi Eselon 4 20
15 Meja Staf 109
16 Kursi Staf 109
17 Kursi Hadap 20
18 Kursi Lipat 300
19 Meja untuk mesin ketik 3
20 Mesin Ketik 10
21 Filing kabinet 30
22 Rak besi 6
23 Lemari kayu 11
24 Lemari kaca 9
25 Komputer 60
26 Meja komputer 52
27 Jam dinding 15
28 Pesawat Televisi 6
29 Papan kegiatan 10
30 Rak kayu kecil 9

l”/(ﬂ’/p Dinas Pendiditoan 2025
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan
selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) 2023 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2023
sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir
seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pendidikaan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penyajian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi,

dan struktur organisasi Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan;

Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas
dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas
Pendidikaan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang meliputi RPJMD Kabupaten
Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan tahun
2021-2026 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2023.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pengukuran kinerja 2023, analisis
pencapaian kinerja Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan, hambatan dan
antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian

sasaran strategis untuk tahun 2023.

Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini

dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang
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BAB I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Lamengan

A. RENCANA STRATEGIS
1. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026
Agenda pembangunan bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam
RPIJMD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah “Program
Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan”. Adapun sub agenda yang terkait

\

langsung dengan Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan adalah "Peningkatan

Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan Yang di Dukung

Tenaga Pendidik Berkualitas Dengan Sarana Prasarana yang Memadai,
dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) Afirmasi layanan Pendidikan terhadap

masyarakat miskin. (b) Peningkatan sarana prasarana Pendidikan. (c) Peningkatan
kualitas SDM Pendidikan. (d) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan (e).
Peningkatan Pendidikan nonformal/kesetaraan. (f) Peningkatan sarana dan
prasarana penunjang Pendidikan. (g) peningkatan pembelajaran berbasis digital.

2. Rencana Strategis Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 -
2026.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun
2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang berisi
tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai
dengan tugas dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengacu pada
RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lamongan, khususnya terkait dengan sub agenda Peningkatan Aksesibilitas dan
Kualitas Pelayanan Pendidikan. Secara singkat subtansi Renstra Dinas Pendidikan,
dapat diuraikan sebagai berikut :
a. \Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Mengacu pada Visi dam Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan :
Visi.

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.
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Makna dari atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam
merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara
komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah
Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan
bagi masyarakat.

2. Kejayaan, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang
masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia,
infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga
terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.

3. Berkeadilan, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan
pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat
aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran
pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan
masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan
kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi
melalui sinergitas antar stakeholder pembangunan yakni masyarakat sebagai objek
dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor
swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten

Lamongan lima tahun kedepan.

b. Misi
Sedangkan Untuk Misi Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi ke 2
Pemerintah Daerah yaitu :
" Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif
terhadap perubahan zaman "
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c.Tujuan
Untuk merealisasikan visi dan misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas
Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang
pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan mendukung tujuan
yaitu:
“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing"”,
d.Sasaran
sasaran dinas pendidikan juga mengacu pada sasaran pemerintah daerah yaitu :
“Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan ”
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Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Misi 2

Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman

Tujuan 1

Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan

RPIMD
Kabupaten

Meningkatkan

dan

pelayanan pendidikan

kualitas

aksesibilat

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan

Sasaran
1. Terjaminya kualitas dan

aksesibiltas Pendidikan pada
semua jenis dan jenjang

pendidikan

Indikator Sasaran
1. Angka rata-rata lama sekolah

(MYS)

Penanggujawab

Kepala Dinas Pendidikan

Lamongan
Tahun 2021-2026

2. Angka harapan lama sekolah (EYS)

Kepala Dinas Pendidikan

2. Meningkatnya kuallitas pendidik

dan tenaga kependidikan

% Guru Bersertifikat Pendidik

Kepala Dinas Pendidikan

3. Meningkatnya Manajemen
Internal Dinas Pendidikan

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

Penilaian dari inspektorat
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d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU)

untuk mengukur keberhasilan organisasi

dalam mencapai sasaran strategis

organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPIJMD dan

Renstra Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Pendidikaan

Kabupaten Lamongan yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2021-2026

adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikaan Kabupaten Lamongan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

2. Meningkatnya kualitas
pendidik dan tenaga
kependidikan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS
(IKU)

1 2 3
Meningkatkan 1. Terjaminya kualitas dan 1. Angka harapan rata-rata lama
kualitas dan aksesibiltas Pendidikan sekolah (EYS)
aksesibilat pada semua jenis dan 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)
pelayanan jenjang pendidikan
pendidikan

Persentase Guru Bersertifikat Pendidik

3. Meningkatnya Manajemen
Internal Dinas Pendidikan

Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

e. Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Kebijakan yang diambil dalam upaya untuk terjaminya kualitas dan aksesbilitas

masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik

berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai.

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan merupakan proses

penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 — 2023,

yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Pendidikan melalui

berbagai kegiatan tahunan.
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Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang
bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaianya yang
merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan. Disamping itu, Dokumen Rencana Kinerja juga muat informasi tentang
program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaianya.

Melalui Dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan anatara kegiatan dengan
sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan dan sub kegiatan
yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahun 2023 tidak lain adalah Rencana Kerja Pembangunan
Daerah ( RKPD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2023, adalah penjabaran dari sasaran
dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Rencana kinerja yang ditetapkan
tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan
untuk mewujudkan realisasi kinerjanya dalam tahun 2023. Komitmen kami pada tahun
2023 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta pencapaian indikator
kinerja dan target sesuai dokumen RPIJMD 2021 - 2026 tersebut, yang diupayakan
melalui pelaksanaan kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan yang digambarkan
pada target rencana capaian indikator kinerja Sasaran dan diuraikan keselarasannya

dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Table sasaran dan Indikator Sasaran

Misi 2
“Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang
responsif terhadap perubahan zaman”
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
Meningkatnya kualitas dan - Indeks Pendidikan 0.641

aksesibilitas pelayanan

pendidikan
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Sasaran Strategis Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGIS NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1 2
1. Terjaminya kualitas dan aksesibiltas 3. Angka harapan rata-rata lama
Pendidikan pada semua jenis dan sekolah (EYS)
jenjang pendidikan 4. Rata-rata lama sekolah (MYS)

2. Meningkatnya kualitas pendidik dan Persentase Guru Bersertifikat Pendidik
tenaga kependidikan

3. Meningkatnya Manajemen Internal Nilai SAKIP Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target

yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Adapun rincian dari 3 Program dan Kegiatan untuk Urusan Pemerintahan

Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 sebagai berikut :
A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1. Pengelolaan Pendidikan Dasar

Z’Kﬂ’/P Dinas Pendidiban 2025
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Pembangunan ruang guru/kepala sekolah/TU
Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembangunan sarana prasarana dan utilities sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/TU
Rehabilitasi sedang/berat ruang Unit Kesehatan Sekolah
Rehabiliasi sedang berat perpustakaan sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
Pengadaan mebel sekolah

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Pengadaan Perlengkapan Siswa

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
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0. Pembinaan Mina, Bakat, dan Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

q. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

s. Pembangunan laboratorium Sekolah dasar

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Penambahan Ruang Kelas Baru

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembangunan Laboratorium

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Sae ™0 oo oy

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

=

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pengadaan Mebel Sekolah

. Pengadaan Perlengkapan Siswa
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

T o 3 3

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

2

r. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

s. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

t. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

u. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama

V. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

w. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
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3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

a. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
b. Pengadaan Perlengkapan PAUD

c. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD

d. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

e. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

f.  Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
g. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan PAUD
h. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
i.  Pengelolaan Dana BOP PAUD
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
a. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
c. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
d. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
e. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan

f, Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
B. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal
a. Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal
b. Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal.

C. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan
Pendidikan nonformal/Kesetaraan.
a. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan

pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
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b. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi

satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
¢. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
¢. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Penngadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

o o

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah
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a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. PERJANJIAN KINERJA 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu
satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolok ukur kinerja
sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan
sanksi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja
Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.
Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir
Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPIJMD)
Tahun 2021-2026, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tidak jauh
berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, selengkapnya Perjanjian Kinerja Kepala
Daerah Tahun 2023 tersebut disajikan pada Lampiran.

Tabel

PERJANJIAN KINERJA (PK) KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023

NO | SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. | Terjaminya Kualitas dan | 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 7.95
Aksesibilitas Pendidikan |2. APK Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 1.13
pada Semua Jenis dan |3. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) 13.51
Jenjang Pendidikan 4. APK SD/MI 113.54
5. APK SMP/MTs 114.09

Z’Kﬂ’/? Déinas Pendidiban 2025

29




Dinas Pendidikan

6. APK PAUD 96.65
7. Presentase Sekolah yang
Mengimplementasikan Kurikulum Muatan 100%
Lokal
2. | Meningkatnya Kualitas |1. Presentase Guru Bersertifikat Pendidik 52.03%
Pendidik dan Tenaga 2. Presentase Guru PAUD/SD/SMP berkualifikasi 24.95%
Kependidikan pendidikan minimal S1/D-IV
3. | Meningkatnya 1. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan 81.72
Manajemen Internal 2. Nilai IKM Dinas Pendidikan 82
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BAB Il

p)

lamengan

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau
kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dan Renstra Dinas
Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 — 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas

Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dengan realisasinya.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan
pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara
membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan
(inputs), kelulusan (outputs), hasil (outcame), manfaat (benefit) maupun dampak
(impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam
formulir Pengukuran Kinerja (terlampir). Skala pengukuran kinerja tersebut
menggunakan Skala Ordinal, yaitu :

> 100 = Sangat Baik/Sangat Berhasil

70 - < 85 = Baik/Berhasil

55 - < 70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil

<55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023
menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.
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Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indokator
Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja
baik positif atau negatif (Peformance gap). Selanjutnya atas dasar selisih Kinerja
tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan
kinerja dimasa yang akan datang (Performance improvement). Adapun dalam
memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap Sasaran, menggunakan rumus

sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Berhasil

(Progres positif), maka digunakan rumus :

Prosentase pencapaian Realisasi

rencana tingkat capaian = x 100 %
Target

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

(Progres negatif), maka digunakan rumus :

Prosentase pencapaian Target - ( Realisasi Target )

rencana tingkat capaian = x 100 %
Target

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja indikator kinerja
Sasaran. Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka
capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari

populasi indikator yang diperoleh.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut :
Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang

Responsif

Terhadap Perubahan Zaman

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan manusia yang berdaya saing

INDIKATOR 2023
TUJUAN TUJUAN RUMUS

Meningkatka

n kualitas dan Indeks 0.641

aksesibilitas Pendidikan Indek Angka harapan lama sekolah (EYS) + Indek

pelayanan angka rata-rata lama Sekolah (MYS)

pendidikan 2
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A.1. Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 ( n ) dan Perbandingan Kinerja Tahun
sebelumnya ( n-1)
Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan
berdasarkan Misi dan Tujuan sebagai berikut :
I. Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang
Responsif Terhadap Perubahan Zaman
Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing
Tabel 1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kabupaten Lamongan

BASELINE TAHUN 2023 CAPAIAN
2020 | TARGET |REALISASI (%)

No| INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )

Indeks Pembangunan Manusia (IPM ) | 72,58 73,30 75,29  (102,71%

Sumber Data : Data BPS Lamongan Tahun 2023

Pada Misi 2, Sasarannya yaitu :

Sasaran Pertama, meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar
Pendidikan merupakan tujuan Dinas Pendidikan, disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN SASARAN 1
Meningkatkan kualitas Meningkatnya Kualitas dan yang
pembangunan manusia yang
berdaya saing

Aksesibilitas Pelayanan Dasar
Pendidikan

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

TARGET REALISASI
NO| INDIKATOR KINERJA 2023 2023 (%)
1 2 3 4 5
1. | Indeks Pendidikan 0.641 0.668 104,21%
Rata-rata capaian 104,21%
REALISASI

NO| INDIKATOR KINERJA 2022 2023
1. | Indeks Pendidikan 0.667 0.668
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Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2023 mencapai target yang sudah di

tetapkan bahkan realisasinya telah melebihi dari target yang di tetapkan dengan capaian

sebesar 104,21 %, hal ini dapat disapai karena Indikator pendukung Indeks Pendidikan di

tahun 2023 baik angka rata-rata lama sekolah maupun angka harapan lama sekolah

capaianya telah melibihi dari target yang telah di tetapkan untuk rata-rata lama sekolah

capaianya sebesar 105% sedangkan angka harapan lama sekolah capaianya 104%.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan

capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2023. Secara

umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah melebihi dari target

yang ditetapkan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan lainnya

yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2023

sebagai berikut:

NO INDIKATOR TAHUN 2023
TARGET REALISASI | CAPAIAN
1 | Angka rata-rata lama sekolah (MYS) 7.95 8.34 104.91%
2 | Angka harapan lama sekolah (EYS) 13.51 14.02 103.78%
3 | % Guru Bersertifikat Profesi Pendidik 52.03% 60,53% 116,34%
4 | Meningkatnya Manajemen Internal Dinas 81.72 89,13 109,07%
Pendidikan
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu
Base
No Sasaran Formula Indikator Line Tahun 2022 Tahun 2023
2020 Target Realisasi | Capaian Target Realisasi Capaian
1 2 5 7 8 9 10 11 13
1. | Terjaminnya
kualitas dan RLS-RLSmin ,
aksesibiltas LSmae RS 792 | 794 833 | 10491% | 795 8.34 | 104.91%
Pendidikan
pada semua
jenis dan HLS- HLSmin
jenjang 13,48 13.50 14.01 103.78% 13.51 14.02 103.78%
pendidikan HLSmax-HLSmin
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2. | Meningkatnya Jumlah guru
Kualitas Bersertifikat
Pendidikan dan | profesipenddik y 109 150539, | 5153% | 5291% | 10268% | 5203% | 60.53% | 116,34%
Tenaga Jumlah Guru ’ '
Kependidikan | TK/RA+SDMI+

SMP/MTs

Meningkatnya Penilaian dari

] Manajemen inspektorat

* | Internal Dinas 8169 | 81.71% | 86.76% | 106.16% | 81.72% | 8913 | 109,07%
Pendidikan

3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2023

NO INDIKATOR TARGET | 0N
2023

1 | Angka rata-rata lama sekolah (MYS) 7.95 8.34

2 | Angka harapan lama sekolah (EYS) 13.51 14.02

3 | Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik 52.03% 60,53%

4 | Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan 81.72 89,13

Adapun komponen-komponen yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pembangunan
Daerah (IPM) yang di ampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan antara lain :
Indeks Pendidikan terdiri dari :
e Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) tahun 2023 sebesar 14,02
e Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) tahun 2023 sebesar 8,34
e Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik Tahun 2023 sebesar 60,53%
e Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan Tahun 2023 sebesar
89,13
Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menerapkan strategi dan
arah kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan capaian tren positif IPM
yang mencakup Indeks Pendidikan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan,
2. Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan
karier, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan profesi dan kompetensi,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai
standart melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru,
4. Pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan,
Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu, Pemberian

beasiswa mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN);
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6. Mendorong gerakan budaya membaca / literasi dan numerasi masyarakat,
Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten,
Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah;

7. Gerlamsesaku ( Gerakan Lamongan Membaca 1 hari 1 buku )

8. Paduraksa vyaitu gerakan terpadu mencakup sekolah ramah anak, akreditasi
perpustakaan sekolah, sekolah sehat, dan adiwiyata

A.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka
Menengah RPJMD
1. Misi 2 Tujuan Kedua, dengan 2 (dua) Sasaran, yakni :
Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif

Terhadap Perubahan Zaman

1. Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar

Pendidikan.
TUJUAN Kesatu SASARAN 1
Meningkatkan  Kualitas ~ pembangunan Meningkatnya Kualitas dan
manusia yang berdaya saing Aksesibilitas Pelayanan Dasar
Pendidikan
REALISASI
NO INDIKATOR 'Il;Apgfﬁ;l' TAHUN
2023

1 | Angka rata-rata lama sekolah (MYS) 7.94 8.34

2 | Angka harapan lama sekolah (EYS) 13.50 14.02

3 | Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik 51.53% | 60,53%

4 | Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan 81.71% | 89,13

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Lamongan Dengan Realisasi Nasional
dapat dilihat pada table berikut :

Realisasi Realisasi
NO| INDIKATOR KINERJA Nasional Kab. Selisih
2023 Lamongan
1 2 3 4 5
1. | Indeks Pendidikan 0,658 0.668 0,010
Rata-rata capaian 0,010

Dilihat dari table diatas maka Indeks Pendidikan di kabupaten lamongan capaianya lebih
tinggi dari Indeks Pendidikan di tingkat Nasional yaitu lebih tinggi 0,010, hal ini terjadi
karena di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah menerapkan pendidikan yang
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berkualitas secara merata dan didukung bantuan-bantuan untuk pendidikan dikabupaten

Lamongan berhasil dalam pelaksanaan program kegiatan.

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Tabel Capaian Kinerja

NO INDIKATOR TAHUN 2023
TARGET | REALISASI | CAPAIAN
Angka rata-rata lama sekolah (MYS) 7.95 8.34 104.91%
Angka harapan lama sekolah (EYS) 13.51 14.02 103.78%
% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik 52.03% 60,53% 116,34%
Meningkatnya Manajemen Internal Dinas 81.72% 89,13 109,07%
Pendidikan

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program, di antaranya:

Indeks Pendidikan, yang semula di targetkan 0.641 terealisasi 0.668 dan tercapai
sebesar 104,21%. Hal ini dapat di capai dengan gerakan pendidikan yang
berkualitas secata merata dan adanya bantuan-bantuan untuk pembiayaan
pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat
tercapai.

Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.95 sedangkan realisasi hasil perhitungan
RLS adalah 8.34 sehingga tercapai sebesar 104.91%. dan Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 13.51. Adapun realisasi sebesar 14.02
sehingga tercapai sebesar 103.77%, Hal ini dapat terwujud karena didukung dengan
adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui
jenjang SD/SMP, SMA sederajat. maupun Program Indonesia Pintar (PIP) yang
diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non
formal. Serta beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi tidak
mampu.

Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 52.03% terealisasi
sebesar 60,34% capaian sebesar 116,34%. Hail ini dapat tercapai karena adanya
bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat
meningkatkan kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk

menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).
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Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan, ditargetkan 81.72 terelaisasi
sebesar 89.13% capaian sebesar 107.07%. Hal ini dapat tercapai karena peran serta
dukungan dari berbagai pihak untuk serta dukungan dari stekholder terkait sehingga

dapat terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM, Dana Sarana dan

Prasarana)

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Lamongan
diperlukan dukungan antara lain kecukupannya tenaga pendidik untuk semua
jenjang pendidikan. Dimana Analisis Beban Kerja (ABK) yang dibutuhkan adalah
6.672 guru, sementara ini yang sudah ada PNS 2.912 Orang, PPPK 3.256 Orang
jadi masih kurang 2.071 Orang.

Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendukung yang sudah ada
dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra maupun
Standar Operasional  Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam
pelayanan di bidang pendidikan
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan
keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang
dilaksnakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia
sebesar Rp. 850.585.629.535 telah dilakaukan efisiensi dalam penggunaannya
Rp. 772.969.320.632 90,86% anggaran Rp.
77.616.308.903 atau 9,14%. Adapun alokasi persasaran dapat dilihat pada table di

bawah ini

sebesar atau sisa sebesar

Tabel Alokasi Anggaran Per sasaran

No Sasaran Indikator Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian
1 | Meningkatnya Angka rata-rata
Kualitas dan lama sekolah 81,73%
Aksesibilitas (MYS) 7.514.830.000 6.142.243.000
Pelayanan Dasar | Angka harapan
Pendidikan lama sekolah 247.664.927.400 | 239.788.226.915 | 96,82%
(EYS)
2 | Meningkatnya Prosentase
Kualitas Pendidik | Guru 99.91%
dan Tenaga Bersertifikat 300.000.000 299.735.900 !
Kependidikan Profesi Pendidik
3 mgﬂggﬁéﬂ"a Nilai SAKIP
Internal Dinas Dma; . 595.105.872.135 | 526.591.641.117 | 88,49%
- Pendidikan
Pendidikan
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Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Capaian Capaian Y%
Kinerja Anggaran Efisiensi
1 | Meningkatnya Angka rata-rata
Kualitas dan lama sekolah 104.91% 81,73% 23,18
Aksesibilitas (MYS)
Pelayanan Dasar | Angka harapan
Pendidikan lama sekolah 103.78% 96,82% 6,96
(EYS)
2| Meningkatnya Prosentase Guru
Kualitas Pendidik | o cartifikat 116,34% | 99,91% | 16,41
dan Tenaga Profesi Pendidik
Kependidikan
3 | Meningkatnya
Manejemen Nilai SAKIP Dinas
Interl;ial Dinas Pendidikan 109,07% 88,49% 20,58
Pendidikan

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan
untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan pada tahun 2023.

Dari Analisis efisiensi Penggunaan Sumber Daya dinas Pendidikan mempunyai
permasalahan sekaligus solusi diantaranya sebagai berikut :

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam

peningkatan kualitas pendidikan sebagai berikut :

a. Rendahnya prestasi peserta didik baik dibidang akademik maupun non
akademik karena lemahnya pedidik dalam melakukan assessment terhadap
peserta didiknya untuk menggali potensi diri peserta didik sehingga
pelaksanaan pembelajaran masih dilakukan klasikal belum memperhatikan
potensi, kebutuhan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik.

b. Belum meratanya kualitas pendidik pada semua satuan pendidikan terutama
pada sekolah dasar karena sebagian guru masih berstatus non PNS dan
sebagian sudah mendekati batas usia pensiun (BUP) sehingga kesulitan untuk
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pembelajaran, dan pada
implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui Platform Merdeka Mengajar
(PMM).

Cc. Belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
uatamanya sarana pembelajaran berbasis komputer karena peralatan yang
ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
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d. Belum meratanya kualitas pendidikan utamanya pada jenjang PAUD dan
sekolah dasar karena sebagian gurunya masih berstatus non PNS dan
kualifikasi pendidikannya belum relevan dengan mata pelajaran yang diampu.

e. Sebagian masyarakat yang termarginalkan belum mendapatkan kesempatan
memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhan atau minat, bakat yang
dimilikinya.

2. Solusi Pemecahan Masalah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

a. Memberikan dorongan kepada lebaga sekolah dan para pendidik agar dalam
melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kepada peserta didik tidak
sekedar menyampaikan pelajaran sesuai target kurikulum yang ditentukan,
namun harus mampu memahami karakteristik dan memberikan assesment
kepada peserta didiknya sehingga dapat menumbuhkan kreativitas,
kererampilan, sert potensi dari masing-masing peserta didik sesuai bakat dan
mnat masing-masing peserta didik.

b. Optimalisasi Bimtek, workshop, baik secara luring maupun daring untuk
penguatan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar memiliki
standar kompetensi pendidik maupun kelayakan ~mengajar sesuai
perkembangan teknologi, utamanya dengan optimalisasi melakukan akses
platform merdeka mengajar (PMm) yang disediakan oleh Kemendikbudristek.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk
sarana penunjang pendidikan dengan memprioritaskan sarana maupun
prasarana pendidikan yang sudah tidak layak pakai termasuk peralatan
pembelajaran berbasis komputer yang sesuai dengan perkembangan
teknologi.

d. Mendorong lembaga untuk terus berupaya memenuhi standar kualifikasi
pendidikannya agar relevan dengan tugas yang diampunya.

e. Memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin agar dapat menerima
layanan pendidikan yang baik sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri
yang dimiliki anak serta menyediakan sekolah inklusi untuk memberikan
layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus yang

memiliki tingkat kecerdasan rata-ratasamadengan anak normal.
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A.7 Analisis Program/Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Ataupun Pencapaian Kinerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menetapkan 4 (empat)

program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

Dinas Pendidikan Kabupaten

Lamongan memiliki kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan

indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah

ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 — 2026. Berikut

disajikan tingkat ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Lamongan Tahun 2023.

Tabel Capaian Kinerja

NO INDIKATOR TAHUN 2023
TARGET | REALISASI | CAPAIAN
1 | Angka rata-rata lama sekolah (MYS) 7.95 8.34 104.91%
2 | Angka harapan lama sekolah (EYS) 13.51 14.02 103.77%
3 | % Guru Bersertifikat Profesi Pendidik 52.03% 60,53% 116,34%
4 Meningkatnya Manajemen Internal Dinas 81.72% 89,13 109,07%
Pendidikan

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program, di antaranya:

1. Indeks Pendidikan, yang semula di targetkan 0.641 terealisasi 0.668 dan tercapai

sebesar 104,21%. Hal ini dapat di capai dengan gerakan pendidikan yang

berkualitas secata merata dan adanya bantuan-bantuan untuk pembiayaan
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pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah
dapat tercapai.

2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.95 sedangkan realisasi hasil
perhitungan RLS adalah 8.34 sehingga tercapai sebesar 104.91%. dan Angka
Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 13.51. Adapun realisasi
sebesar 14.02 sehingga tercapai sebesar 103.77%, Hal ini dapat terwujud karena
didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa
Miskin (BSM) melalui jenjang SD/SMP, SMA sederajat. maupun Program Indonesia
Pintar (PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal
maupun non formal. Serta beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang secara
ekonomi tidak mampu.

3. Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 52.03% terealisasi
sebesar 60,34% capaian sebesar 116,34%. Hail ini dapat tercapai karena adanya
bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat
meningkatkan kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk
menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).

4. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan, ditargetkan 81.71%
terelaisasi sebesar capaian sebesar Hal ini dapat tercapai karena peran
serta dukungan dari berbagai pihak untuk serta dukungan dari stekholder terkait
sehingga dapat terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan
baik.

B. REALISASI ANGGARAN
Program dan sub kegiatan yang direalisasikan pada 1 Program Pendukung
Urusan Pemerintahan Daerah dan 3 Program Pengelolaan Pendidikan Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib
Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2023 didukung

dengan alokasi anggaran sebagai berikut :
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Tabel Realisasi Program dan Kegiatan

PD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persent
KEGIATAN ase (%)
e A VERINTARAN BIDANG 850.585.629.535 | 772.960.320.632 | 90,86
T S o KoTA 595.105.872.135 | 526.501.641.117 | 88,49
Eienr:rr;:a;:;rr‘;giz:%aalgéfa”' dan Evaluasi 185.000.000 175.656.500 | 94,95
Ezz\r/:;unan Dokumen Perencanaan Perangkat 30.000.000 50,000,000 100,00
E.c:uoerrc:;nj: 'nd|iﬁfsi?yf?e?ﬁil.Li.ﬂirrf: sC;F?; o 80.000.000 71300000 | 8913
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 74 356.500 99,14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 582.541.486.835 515 751.155.738 88,53
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 582.486.486.835 | 515.708.452.238 | o>
Keutngan Ak Tahun G0 00000 | 15705500 | SOBL
BulananTrwlanan Semestoran P 30000000 | 59009000 10000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.720.000 31.125.500 55,86
izlr;gnagdkzapr;nPnaykaalan Dinas Beserta Atribut 30.000.000 20,620,500 99,40
Serdasarkan Tugss dan bungst 25.720.000 1305000 | 597
Administrasi Umum Perangkat Daerah 219.164.000 207.553.980 94,70
Ltfpenerangan dangunan Kantor 10000000 | 4000000 | 10000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 4.999.500 99,99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000 49 999 500 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 80.000.000 100,00
perundangundangan 4000000 | gagg000| 8328
Konsten S0 64000 | pq o448 | 8560
Urusan pemerintah Dacrah N74BI0| 4745100 | 10000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.748.100 30.748.100 100,00
pemerimahan Dserah LLBI2344000 | 115 545pag | 55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 95 42
Air dan Listrik 1.470.500.000 1.403.151.146 '
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Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 50.000.000 32.500.000 | %0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 10.291.844.000 8.716.895.503 84,70
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 261.409.200 242.854.650 92,90
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemellharaanf dan Pajak Kendaraar.I 50.000.000 37.972.300 75,94
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pt'emellharaarT, Pajak dan Perizinan Kendaraan 40.000.000 35 315.850 88,29
Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.409.200 19.721.200 92,12
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 99.90
Bangunan Lainnya 150.000.000 149.845.300 '
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 255.149.757.400 245.905.989.715 96,38
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 106.348.616.400 100.700.420.200 94,69
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 460.432.000 460.432 000 100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 2 996.379.000 2225 970.950 99,98
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 100.00
Sekolah 1.411.170.000 1.411.170.000 '
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 10.793.782.600 10.642.186.300 98,60
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala 100.00
Sekolah/TU 1.457.508.000 1.457.447.000 '
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan 100.00
Sekolah 153.102.000 153.102.000 '
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 524 754.000 524 754.000 100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana 97 10
dan Utilitas Sekolah 9.652.390.000 9.372.390.000 '
Pengadaan Mebel Sekolah 100.000.000 95 973.900 95,97
Pengadaan Perlengkapan Sekolah 2949 174.400 2 464.913.250 83,58
Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000 99 477100 99,48
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 100.00
Dasar 925.000.000 925.000.000 '
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 99.70
Peserta Didik 1.004.000.000 1.001.011.000 '
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

Pendidikan Dasar 50.000.000 50.000.000 100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 175.000.000 74.636.400 42,65
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 100.00
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 100.000.000 100.000.000 '
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Dasar

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

sekolah 65.000.000 65.000.000 | 10000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 69.456.625.400 64.833.325.400 93,34
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 4,744,299 000 4.743.630.900 99,99
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Pertama 81699281000 | 79958690815 | 070
Penambahan Ruang Kelas Baru 2.000.000.000 1.998.421.266 99,92
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 440.000.000 440.000.000 100,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 475.000.000 475.000.000 100,00
Pembangunan Laboratorium 952.082.300 952 .082.300 100,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas 100.00
Sekolah 930.000.000 930.000.000 '
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 8.184.545.700 8.182.451 599 99,97
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 465.000.000 465.000.000 100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan

Sekolah 84.000.000 84.000.000 100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 550 000.000 550 000.000 100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.580.924.200 1.580.924.200 100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana 9401
dan Utilitas Sekolah 5.423.481.800 5.098.481.800 '
Pengadaan Mebel Sekolah 6.530.200.000 6.515.620000 | 2>'8
Pengadaan Perlengkapan Siswa 100.000.000 98.964.000 98,96
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 97 56
Menengah Pertama 1.396.000.000 1.362.000.000 '
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 100.00
Peserta Didik 100.000.000 100.000.000 '
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.000.000 50.000.000 100,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 200.000.000 189500000 94,75
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga

Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah 160.000.000 153.038.000 95,65
Menengah Pertama

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 93.94
Sekolah 629.000.000 590.862.650 '
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 97 23
Pertama 50.720.047.000 49.313.347.000 '
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS

Sekolah Menengah Pertama 85.000.000 85.000.000 100,00
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Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 560.000.000 560.000.000 100,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 84.000.000 84.000.000 100,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 59.587.030.000 59.204.633.700 99,36
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan 97 52
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 11.191.000.000 10.913.555.500 '
Pengadaan Perlengkapan PAUD 100.000.000 99 504.750 99,50
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 100.000.000 96.034.000 96,03
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 3.597 250,000 3.580.918.850 99,55
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 100.00
PAUD 100.000.000 100.000.000 '
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 100.00
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 5.598.300.000 5.598.300.000 '
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 90.94
PAUD 929.000.000 844.840.600 '
Pengelolaan Dana BOP PAUD 37.971.480.000 | 37.971.480.000 | 0000
Pengelolaan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 7.514.830.000 6.142.243.000 81,73
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan 50.000.000 47.174.000 94,35
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 75 46
Nonformal/Kesetaraan 5.554.000.000 4.191.000.000 '
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 99.46
Nonformal/Kesetaraan 100.000.000 99.459.000 '
Penyelenggaraan Proses Belajar 99.75
Nonformal/Kesetaraan 200.000.000 199.500.000 '
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan

Pendidikan di Pendidikan 105.000.000 99 280.000 94,55
Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 100.00
Nonformal/Kesetaraan 1.505.830.000 1.505.830.000 '
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 30.000.000 24,480 200 81,60
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 30.000.000 24.480.200 81,60
Nonformal

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan 15.000.000 9480 200 63,20
Nonformal

Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 15.000.000 15.000.000 100,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN 300.000.000 299.735.900 99,91
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik

dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 300.000.000 299.735.900 99,91

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
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Nonformal/Kesetaraan"

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan

PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, 99,89
PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 250.000.000 249.735.900

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, 50.000.000 50.000.000 100,00

Rincian penggunaannya sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan pembangunan urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Lamongan melalui 4 Program dan 14 Kegiatan 77 Sub Kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp.850.585.629.535,- dan terealisasi sebesar Rp.

772.969.320.632,- atau 90.86%

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) dengan alokasi dana sebesar Rp.
30.000.000,- digunakan untuk Penyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (6
dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.0000,- atau 100%,
sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi
dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)
dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- digunakan untuk Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD (27 Kecamatan).
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 71.300.000,-atau 89,13%, sedangkan
untuk realisasi telah mencapai 100%. Ada sisa dana dikarenakan sisa anggaran

pelaksanaan

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah) dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,-
digunakan untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8 Dokumen). Adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 74.356.500,- atau 99,14%, sedangkan untuk
realisasi telah mencapai 100%.

. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 582.486.486.835,- digunakan untuk Gaji dan
Tunjangan ASN Sejumlah 4.582 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
515.708.452.238,- atau 88,54%, ada sisa dana dikarenakan ada sisa anggaran

(pensiun).
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5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-
digunakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD (1 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 12.703.500,- atau
100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp.
30.000.000,- digunakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (3 dokumen). Adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 29.820.500,- atau 99,40%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai
100%.

7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
atribut) Alokasi Dana RP. 30.000.000. digunakan untuk Pengadaan Pakaian Dinas
(150 paket). adapun realisasi dana sebesar Rp. 298.205.00,- atau 99,40%.
Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

8. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi) Alokasi Dana RP. 25.720.000. digunakan untuk
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (15 orang).
Dikarenakan Dilakukan Perubahan Pada PAK 2023

9. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,-
digunakan untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor (5 jenis) , adapun realisasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%.
Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

10. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan untuk Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga (10 komponen), adapun realisasi dana sebesar Rp.
4.999.500,- atau 99,99%., Sedangkan realisasi mencapai 100%.

11. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Bahan
Logistik Kantor (25 item), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.500,-
atau 100%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi
fisik telah mencapai 100%.

12. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- digunakan untuk
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penyediaan barang cetakan dan penggandaan (10 jenis) , adapun realisasi dana
sebesar Rp. 80.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

13. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Bahang Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00,-
digunakan untuk Penyediaan Bahang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(15 jenis), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 33.310.000,- atau 83,28%,
ada sisa Anggaran dari kegiatan, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

14. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 34.164.000,00,- digunakan
untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (60 kali), adapun
realisasi keuangannya sebesar Rp. 29.244.980,- atau 85,60%, ada sisa Anggaran
dari kegiatan, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Pengadaan Mebel) Alokasi Dana RP. 30.748.100,00. digunakan untuk Pengadaan
peralatan dan mesin (27 Unit). Adapun realisasi sebesar Rp. 30.748.100,- (100%)
sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik), dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.470.500.,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik (4 rekening), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.403.151.146,-
atau 95,42%, ada sisa dana dikarenakan hasil sisa anggaran, sedangkan realisasi

fisik tekah mencapai 100%.
17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa

Peralatan dan Perlengkapan Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp.
50.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor (20 unit), adapun realisasi dana sebesar Rp. 32.500.000,- atau 65,00%.

Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.291.844.000,-
digunakan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3279 orang), adapun
realisasi keuangannya sebesar Rp. 8.716.895.503,- atau 84.70%, ada sisa dana
dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai
100%.

19. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
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Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan), dengan alokasi dana sebesar
Rp. 50.000.000,-digunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan (6 unit), adapun realisasi dana sebesar Rp. 37972300,- atau 75,94%.
Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

20. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
(Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan), dengan alokasi dana sebesar Rp.
40.000.000,-digunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4 unit), adapun
realisasi keuangannya sebesar Rp. 35.315.850,- atau 88,29%, ada sisa dana
dikarenakan hasil lelang anggara, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

21. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
(Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya), dengan alokasi dana sebesar Rp.
21.409.200,- digunakan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (15
jenis), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 19.721.200,- atau 92,12 %, ada
sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah
mencapai 100%.

22. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
(Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya), dengan alokasi
dana sebesar Rp. 150.000.000,- digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (4 gedung), adapun realisasi keuangannya
sebesar Rp. 149.845.300,- atau 99,90%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang

anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU) ,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 460.432.000,- digunakan untuk Pembangunan Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU (3 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
460.432.000,- atau 100%. sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

2. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembangunan Perpustakaan Sekolah) , dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.226.379.000,- digunakan untuk Pembangunan
Perpustakaan Sekolah (10 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
2.225.970.950,- atau 99,98%, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
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3. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah) ,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.411.170.000,- digunakan untuk Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (toilet) (10 lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.411.170.000,- atau 100%, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai
100%.

4. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas) , dengan
alokasi dana sebesar Rp. 10.793.782.600,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/Berat
Ruang Kelas (70 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.642.186.300,-
atau 98,60%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi
fisik telah mencapai 100%.

5. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi sedang/berat ruang Guru/Kepala
Sekolah/TU) , dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.457.508.000,- digunakan untuk
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (15 lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.457.447.000,- atau 100%. sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

6. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi sedang/berat ruang Unit Kesehatan
Sekolah) , dengan alokasi dana sebesar Rp. 153.102.000,- digunakan untuk
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (3 lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 153.102.000,- atau 100%. sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

7. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah) ,
dengan alokasi dana sebesar Rp. 524.754.000,- digunakan untuk Rehabilitasi
sedang/berat Perpustakaan Sekolah (4 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 524.754.000,- atau 100%. sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

8. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan
Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.652.390.000,- digunakan untuk
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (124 lembaga),
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.372.390.000,- atau 97,10%. ada sisa dana
dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

9. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Mebel Sekolah) Alokasi Dana RP.
100.000.000. Digunakan untuk Pengadaan Mebel Sekolah (10 Paket). adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 95.973.900,- atau 95,97%. ada sisa dana dikarenakan hasil

lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
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10. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Perlengkapan Sekolah) Alokasi Dana RP.
2.949.174.400. Digunakan untuk Pengadaan Perlangkapan Sekolah (11 Paket). adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 2.464.913.250,- atau 83,58%. ada sisa dana
dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

11. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Perlengkapan Siswa) Alokasi Dana RP.
100.000.000. Digunakan untuk Pengadaan Perlangkapan Siswa (500 Paket). adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 99.477.100,- atau 99,48%. Sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

12. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 925.000.000,- digunakan untuk untuk
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (3000 siswa), adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 925.000.000,-atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah
mencapai 100%.

13. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi
Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.004.000.000,- digunakan untuk
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (636 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.001.011.000,- atau 99,70%. Sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

14. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan
untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar (636
Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%.
Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

15. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 175.000.000,- digunakan untuk Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas Siswa (300 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
74.636.400,- atau 42,65%. Ada sisa anggaran karena tunda bayar,Sedangkan realisasi
fisik telah mencapai 100%.

16. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar
Rp. 100.000.000,- digunakan untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (102 Orang), adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah
mencapai 100%.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- digunakan untuk Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (639 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 65.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar), dengan
alokasi dana sebesar Rp. 69.456.625.400,- digunakan untuk Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar (639 Ilembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
64.833.325.400,- atau 93,34%%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar), dengan
alokasi dana sebesar Rp. 4.744.299.000,- digunakan untuk Pembangunan
Laboaratorium Sekolah Dasar (20 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
4.743.630.900,- atau 99,99%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penambahan Ruang Kelas
Baru), dengan alokasi dana sebesar Rp.2.000.000.000,- digunakan untuk Penambahan
Ruang Kelas Baru (5 ruang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.998.421.266,-
atau 99,92%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Ruang Unit
Kesehatan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 440.000.000,- digunakan
untuk Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 440.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Perpustakaan
Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 475.000.000,- (1 Lembaga) digunakan
untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
475.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Laboratorium),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 952.082.300,- digunakan untuk Pembangunan
Laboratorium (2 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 952.082.300,- atau
100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 930.000.000,-
digunakan untuk Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (4 Lembaga),
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 930.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi

fisik telah mencapai 100%.
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25. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kelas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.184.545.700,- digunakan
untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah (12 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 8.182.451.599,- atau 99,97%. ada sisa dana,
sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.

26. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Guru Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 465.000.000,- digunakan
untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru (2 Lembaga), adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 465.000.000,-atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah
mencapai 100%.

27. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Unit Kesehatan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 84.000.000,-
digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat (2 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 84.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

28. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Perpustakaan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 550.000.000,- digunakan
untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah (2 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 550.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

29. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Laboratorium), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.580.924.200,- digunakan untuk
Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium (5 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.580.924.200,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.

30. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp.
5.423.481.800,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah (45 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.098.481.800,-
atau 94,01%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi
fisik telah mencapai 100%.

31. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Mebel Sekolah),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.530.200.000,- digunakan untuk Pengadaan Mebel
Sekolah (172 paket), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.515.620.000,- atau
99,78%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
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32. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Perlengkapan
Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk Pengadaan
Perlengkapan Sekolah (1000 Paket), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
98.964.000,- atau 98,96%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

33. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyediaan Biaya Personil
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp.
1.396.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah
Menengah Pertama (1800 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
1.362.000.000,- atau 97,56%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

34. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyelenggaraan Proses Belajar
dan Ujian bagi Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,-
digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (160
Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.
Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

35. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar
Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (160 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

36. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembinaan Minat, Bakat dan
Kreativitas Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 200.000.000,- digunakan untuk
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (144 Orang), adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 189.500.000,- atau 94,75%. Sedangkan realisasi fisik telah
mencapai 100%.

37. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengembangan Karir Pendidik
dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama),
dengan alokasi dana sebesar Rp. 160.000.000,- digunakan untuk Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama (144 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 153.038.000,- atau
95,65%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

38. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 629.000.000,- digunakan
untuk Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (155 Lembaga), adapun
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realisasi keuangan sebesar Rp. 590.862.650,- atau 93,94%. Sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

39. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengelolaan Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.720.047.000,- digunakan
untuk Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (155 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 49.313.347.000,- atau 97,23%. Sedangkan realisasi

fisik telah mencapai 100%.
40. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar
Rp. 85.000.000,- digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah Pertama (155 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
85.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

41. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang TU), dengan alokasi dana sebesar Rp. 560.000.000,- digunakan untuk
Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU (2 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 560.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.

42. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat
Ruang Kepala Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 84.000.000,- digunakan
untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah (2 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 84.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

43. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp
11.191.000.000,- digunakan untuk Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana,
Prasarana dan Utilitas PAUD (160 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
10.913.555.500,- atau 97,52%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik
telah mencapai 100%.

44, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Perlengkapan PAUD), dengan
alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan
PAUD (54 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.504.750,- atau
99,50%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.
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45. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD),
dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk Pengadaan
Perlengkapan Siswa PAUD (100 Paket), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
96.034.000,- atau 96,03%., Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

46. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 3.597.250.000,- digunakan untuk Pengadaan
Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD (167 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 3.580.918.850,- atau 99,55%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.

47. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan
PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk Penyiapan
dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD (270 Lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.

48. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp
5.598.300.000,- digunakan untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (4576 Guru), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 5.598.300.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.

49. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen
PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 929.000.000,- digunakan untuk Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen PAUD (81 lembaga), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 844.840.600,- atau 90,94%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai
100%.

50. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengelolaan Dana BOP PAUD), dengan
alokasi dana sebesar Rp 37.971.480.000,- digunakan untuk Pengelolaan Dana BOP
PAUD (2200 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 37.971.480.000,-
atau 100,00%., Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

51. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Perlengkapan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 50.000.000,- digunakan
untuk Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (36 Lembaga),
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 47.174.000,- atau 94,35%. Sedangkan realisasi

fisik telah mencapai 100%.
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52. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyediaan Biaya Personil Peserta
didik Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 5.554.000.000,-
digunakan untuk Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan
(1260) adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.191.000.000,- atau 75,46%. Ada sisa
dana karena tidak terpenuhinya persyaratan bagi mahasiswa yang mengajukan
beasiswa, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

53. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga
Siswa Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,-
digunakan untuk Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan (22
Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.459.000,- atau 99,46%.
Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

54. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyelenggaraan Proses Belajar
Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 200.000.000,- digunakan
untuk Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (25 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 199.500.000,- atau 99,75 %.

55. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi
dana sebesar Rp 105.000.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (36 Lembaga),
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.280.000,- atau 94,55%. Sedangkan realisasi
fisik telah mencapai 100%.

56. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi
dana sebesar Rp 105.000.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut
Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (36 Lembaga),
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.280.000,- atau 94,55%. Sedangkan realisasi
fisik telah mencapai 100%.

57. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengelolaan Dana BOP Sekolah
Nonformal/Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 1.505.830.000,- digunakan
untuk Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (36 Lembaga), adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 1.505.830.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik

telah mencapai 100%.
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3. Program Pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal (Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Nonformal), dengan alokasi dana sebesar Rp 15.000.000,-
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal (1 Dok ), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.480.200,-
atau 63,20%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

2. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal (Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal), dengan alokasi dana sebesar Rp 15.000.000,- digunakan
untuk Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal (1 Dok), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,- atau 100 %.

Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan
pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan (Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan), = dengan  alokasi anggaran  sebesar
Rp.250.000.000 digunakan untuk Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
(1 Dok), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 249.735.900,- atau 99,89%.
Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

2. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan
pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan (Penataan
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,
PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan), dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.50.000.000 digunakan untuk Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan (1 Dok), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,-
atau 100%. Sisa anggaran dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi telah
mencapai 100%.
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BAB IV

Lamengan

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk
mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses
pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud
adalah janji Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam Penetapan
Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dengan Bupati.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan
mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar berusaha sungguh-sungguh
sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan
pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk selalu

meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

B. SARAN/REKOMENDASI
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2023, untuk meningkatkan kinerja

pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi
anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan.

2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif
melalui pengadaan ASN, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten
Lamongan telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan
baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan
relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima
kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten

Lamongan 2023 ini dapat terwujud.
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A. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)

SASARAN
KONDISI 2022 2023
TUJUAN RUMUS AWAL
URAIAN INDIKATOR KINERJA 2020
Target Capaian Target | Capaian
Meningkatkan Terjaminnya Kualitas Angka rata-rata lama sekolah RLS - RLS Min
Kualias dan | dan Aksesibilitas (MYS) RLS Max - RLS Min 7,92 7.94 8,33 795 | 834
Aksesibilitas Pendidikan pada :
o HLS - HLS Min
Pelayanan semua jenis dan A;glga harapan lama sekolah HLS Max - HLS Min 13,48 13,50 14,01 13,51 14,02
Pendidikan jenjang Pendidikan (EYS)
Meningkatnya Kualitas , o .
Pendidikan dan Froserlase Guru Bersertikat | (Jumiah gury 'jﬁ:gfg/ ?Mg Angfsﬁgl\eﬂrgﬂkat bendidk) 100 | 5053% | 5153% | 5291% | 5203% | 60,532%
Tenaga Kependidikan | ~€ndid! u uru
Meningkatnya
Manajemen Internal Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Penilaian dari Inspektorat 81,69 81,71 86,76 81,72
Dinas Pendidikan
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B. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

Program Penunjang |Nilai IKM Internal Dinas 82 595.105.872.135 7 22
Urusan Pendidikan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
Program « APK PAUD 96,95%, 255149757400 4 56
Pengelolaan 0
Pendidikan « APK SD/MI, 113.54%,

« APK SMP/MTS, 114,09%,

» APK Pendidikan 1,13%,

Nonformal/ Kesetaraan,
Program Persentase sekolah yang 100% 30.000.000 2 2
Pengembangan mengimplementasikan kurikulum
Kurikulum muatan lokal
Program Pendidik  Prosentase Guru PAUD/SD/SMP 74,95% 300.000.000 1 2
dan Tenaga Bersertifikasi Pendidikan Minimal
Kependidikan S1/D4
Jumlah 850.585.629.535 14 82
LRYJIP Dinas Pendidiban 2023

63




C. PERJANJIIAN KINERJA TAHUN 2023
e

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . Ir. MUNIF SYARIF, MM.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Jabatan : Bupati Lamongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2023

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI LAMONGAN AS PENDIDIKAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI. MBA.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002

LRYIP Dinas Pendidiban 2023

64



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1). (2) 3) (@)

1. | Terjaminya Kualitas dan 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 295
Aksesibilitas Pendidikan pada (MYS) ‘
Semua Jenis dan Jenjang 2. APK Pendidikan Non 113
Pendidikan Formal/Kesetaraan ;

3. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) | 13.51

4. APK SD/MI 113.54

5. APK SMP/MTs 114.09

6. APK PAUD 96.65

7. Presentase Sekolah yang
Mengimplementasikan Kurikulum 100%
Muatan Lokal

2. | Meningkatnya Kualitas 1. Presentase Guru Bersertifikat 52 03%
Pendidik dan Tenaga Pendidik )
Kependidikan 2. Presentase Guru PAUD/SD/SMP

berkualifikasi pendidikan minimal 74.95%
S1/D-IV
3. | Meningkatnya Manajemen 1. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan 81.72
Internal Dinas Pendidikan 2. Nilai IKM Internal Dinas Pendidikan 82

PROGRAM ANGGARAN (Rp) KET.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan APBD,

’ Daerah Kabupaten/Kota i DAK
2 Program Pengelolaan Pendidikan 241.745.611.000,- ASEE .
. APBD,

3 Program Pengembangan Kurikulum 75.000.000,- DAK
Program Pendidik dan Tenaga APBD,

4 Kependidikan T DA

Lamongan, Januari 2023

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
BUPATI LAMONGAN KEPALA.BINAS PENDIDIKAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Pembina Utamd Muda
NIP. 19650630 199202 1 002
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D. DAFTAR PRESTASI PESERTA DIDIK SE-KABUPATEN LAMONGAN

NO Nama Siswa Asal Sekolah Juara Tingkat Nama Kejuaraan
Olimpiade Sains Nasional Sekolah
1 Hilmi Bin Fauzan SDN 2 Takeranklanting Juara Ill Provinsi Dasar (OSN-SD) Tingkat Provinsi Jawa
Timur Bidang limu Pengetahuan Alam
2 El Hannan Li'afwirrahman SMPN 1 Lamongan Juara Harapan || | Nasional OIimpiade Sains Nasional SMP Tingkat
Nasional Bidang IPA
3 Tsabitul Azmi Faradisa Apta SMPN 1 Lamongan Emas Nasional Kompetisi Tingkat Nasional OSBN
4 Natasya Ainunnisa SMPN 1 Lamongan Emas Nasional Olimpiade Bahasa Indonesia Siswa
Seluruh Indonesia
5 2hafira Jihan dan Bianca Keysha SMPN 1 Lamongan Juara | Nasional Bali Ta?kworlldO International
: Championship 2023.
Karate kata Perorangan Putri Tingkat
7 Maulida Marsya Anandhita SMPN 1 Lamongan Juara | Nasional SMP Olimpiade Olah Raga Siswa
Nasional tahun 2023
8 Refalina Adzra A SMPN 1 Lamongan Juara ll Nasional Bulutangkis Tunggal Putri Olimpiade
Olah Raga Siswa Nasional tahun 2023
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DAFTAR PRESTASI SEKOLAH DAN DINAS PENDIDIKAN -KABUPATEN LAMONGAN

NO Nama Sekolah/ Dinas Tingkat Nama Penghargaan

1| SDN KEPATIHAN LAMONGAN Nasional Sekolah Adi Wiyata Nasional 2023

2 SMP NEGERI 1 MANTUP Nasional Sekolah Adi Wiyata Mandiri 2023

3 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Inovasi Literasi Terbaik Jawa Timur Tahun 2023
Penghargaan Apreasiasi Implementasi Merdeka Belajar,

4 Dinas Pendidikan BBPMP Jawa Timur Pemerintah Daerah dengan dukungan tinggi dalam
pelaksanaan IKM oleh Satuan Pendidikan tahun 2023
Penghargaan Apreasiasi Implementasi Merdeka Belajar,

5 Dinas Pendidikan BBPMP Jawa Timur Pemerintah Daerah dengan Komitmen tinggi dalam Program
PAUD tahun 2023
Penghargaan Apreasiasi Implementasi Merdeka Belajar,

7 Dinas Pendidikan BBPMP Jawa Timur Pemerintah Daerah dengan dukungan tinggi terhadap
pembentukan Komunitas Belajar di PMM tahun 2023
Penghargaan Apreasiasi Implementasi Merdeka Belajar,

8 Dinas Pendidikan BBPMP Jawa Timur Pemerintah Daerah dengan dukungan tinggi terhadap
pembentukan Komunitas Belajar Intra Sekolah tahun 2023
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